TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN MALINAU (PENELITIAN
JALAN STRAT DAMAI)

A
.
4
»

S

UNIVERSITAS TERBUKA
TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Imu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik

4

Disusun Oleh :

RISMA NOVIANTI
NIM. 500897582

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


User5
Stamp


43688.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM vyang berjudul Implementasi Kebijakan
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
apabila di kemudian hari temyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Malinau, 21 Juli 2018
Yang Menyatakan

AFADFg?gfsws; :: ,

RISMA NOVIANTI
NIM. 500897582

il

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43688.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN MALINAU
(Penelitian Jalan Strat Damai)

Risma Novianti
Rismaqilla8(@gmail.com
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskrepsikan implementasi
Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau tepatnya
dijalan Strat Damai dan implementasi Kebijakan Penertiban PKL serta faktor
penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban PKL. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menggambarkan fenomena sesuai
dengan objek yang diteliti secara sistematis berdasarkan data dilapangan tentang
Implementasi Kebijkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau
Khususnya dijalan Strat damai dengan pemilihan para informan dilakukan melalui
purposive Sampling yaitu Kepala Disperindag, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, dan para Pedagang Kaki Lima yang masih aktif berjualan di jalan Strat
Damai. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik Wawancara, observasi
Lapangan dan Studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis
data deskriflif Kualitatif untuk menggambarkan tentang implementasi kebijakan
penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Malinau tepatmya di Jalan Strat
Damai, melalui teori George C. Edwad III implementasi Kebijakan Penertiban
PKL serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban PKL.
Hasil Kebijakan Implementasi penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten
Malinau Khususnya di Jalan Strat damai secara umum untuk ketertiban kota itu
sendiri, dimana kawasan yang tadinya dianggap kumuh, bisa menjadi tempat yang
layak dan indah. faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban PKL
adalah terlihat dari sikap yang ditunjukan para PKL yang sulit untuk ditertibkan
hal ini bukan tanpa alasan, selama ini para PKL. merasa masalah berjuatan diJalan
strat damai karena tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah, schingga para
PKL. membangun toko permanen di pingiran jalan strat damai. Berdasarkan hasil
penelitian, disarankan: (1) pengawasan terhadap PKL tidak hanya dilakukan
setiap ada penertiban saja, akan tetapi harus rutin dilakukan agar pelanggaran
yang dilakukan PKL bisa ditekan karena ada pengawasan secara langsung dari
petugas yang ditunjuk yaitu SATPOL PP;(2) pemerintah dan PKL harus menjalin
komunikasi yang baik lewat dialog-dialog yang sesekali harus diadakan
pemerintah Kabupaten Malinau, agar pemerintah tahu apa kemauan PKL dan PKL
tahu apa yang diharapkan pemerintah dari mereka.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, PKL
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION POLICY OF STREET VENDORS
OF MALINAU REGENCY
{Research at Strat Damaistreet)

Risma Novianti
Rismaqilla8{@gmail.com
Graduate Program
Universitas Terbuka

This research is intendto analyze and describe implementation policy of
street vendors of Malinau Regency precisely at Strat Damai street and
implementation enforcement policy of PKL as well as inhibiting factor in
implementation enforcement policy of PKL. This research using a qualitative
approachto describe phenomenon according to the object that study systematically
based on field data of describe implementation policy of street vendors of Malinau
Regency precisely at Strat Damaistreet with selection of informants done through
purposive Sampling which is Head of Departement of Disperindag, Head
Departement of Satuan Polist Pamong Praja, and the street vendors which still
active selling at Strat Damai street.Data collection done by technic interview,
observation on the field and documentation study. This research using method of
analyze data descriptive qualitative to describe about implementation policy of
street vendors of Malinau Regency precisely at Strat Damai street, through theory
of George C. Edward III implementation enforcement policy of PKL as well as
inhibiting factor in implementation enforcement policy of PKL. The policy result
Implementation enforcement of street vendors at Malinau Regency precisely at
Strat Damai street generally to order the city itself, which is region was
considered a slum, can become a place that decent and beautiful.Inhibitors factor
implementation enforcement policy of PKL is seen from the attitude that
shownfrom street vendors which is difficult to curband this is the thing without
reason, because ali this time feel about the problem they selling at Strat Damai
Street because there i1s no firm action from government, so they PKL took
permanent selling on the road side of strat damai. According to research,
recommendation of this problem is: (1) supervision of PKL not done every control
only, but also must be done routine so infringement can be control and PKL can
be minimize because there direct supervision of the appointed officer which is
SATPOL PP; (2) government and PPKL should build good communication
through dialogues which occasionally must be held by government of Malinau
regency, so government know what PKL want and they know what government
expect from them.

Keywords : Publik Service, street vendors
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malinau
1. Geografi dan Demografi

Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Kaimantan Utara, Indonesia Ibu kota’kabupaten ini terlctak di Kota
Malinau Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Intimung.
Kabupaten Malinau terletak antara 114°3522" sampai dengan 116°50'55"
Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55™ Lintang Utara.

Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang
menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20
Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah Kabupaten
Malinau merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km2 sehingga
menjadikan Malinau scbagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan
Utara. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu
daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian
utara Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya
Negara Bagtan Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah
utara, Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan di sebelah timur, dan

Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Malinau

Sejak berdiri pada tahun 1999 hingga tahun 2011, Kabupaten
Malinau terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu Kayan Hulu, Sungai Boh,
Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Kota,
Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Utara, Mentarang, dan Mentarang
Hulu dengan jumlah total desa sebanyak 109 desa. Kemudian pada tahun
2012, terjadi pemekaran kecanatan, yaitu pada Malinau Selatan (menjadi
Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Sclatan Hilir, dan Malinau Selatan
Hulu) dan Mentarang (menjadi Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu)
sedangkan jumlah desa tidak mengalami perubahan. Sementara itu, untuk
jumiah RT tidak mengalami perubahan secara signifikan, yaitu dari tahun
2014 sebanyak 381 RT menjadi 380 RT pada tahun 2015. Kecamatan

dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Malinau Utara yang
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berjumlah dua belas desa. Sementara itu, Kayan Hilir yang luasnya
mencapai hampir sepertiga dari luas Kabupaten Malinau hanya terdin dari
lima desa. Menurut data tahun 2015, tiga per empat dari 109 desa yang ada

di Kabupaten Malinau.

2. Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2015
adalah 77.492 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan
Malinau Kota yakni 167,76 jiwa’km2 sedangkan kecamatan dengan
kepadatan penduduk paling rendah adalah Kayan Hilir yakm 0,14
jiwa’/km2. Hal ini terkait dengan luas wilayah setiap kecamatan dan
persebaran penduduk di Kabupaten Malinau yang tidak merata.

Seperti diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah
terbesar diKabupaten Malinau adalah Kecamatan Kayan Hilir, sedangkan
Malinau Kota vang memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi
tujuan utama migrasi baik dari dalam maupun luar kabupaten memiliki luas
wilayah yang paling kecil. Jika diperhatikan piramida penduduk Kabupaten
Malinau mengerucut ke atas dengan dasar yang lebih lebar, ini
menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibanding

jumlah penduduk usia tua.

3. Pendidikan
Keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan
oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM itu sendiri

sangat ditentukan oleh pendidikan. Secara umum, pendidikan terbagi
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menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang
dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal, yaitu mulal dan sekolah
dasar hingga perguruan tinggi.

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan, di antaranya sekolah dan guru. Berdasarkan
data dinas pendidikan, pemuda dan olah raga pada tahun 2015, di
Kabupaten Malinau terdapat 100 Sekolah Dasar, | Madrsah Ibtidaiyah, 29
Sekolah Menengah Pertama, 1 Madrasah Tsanawiyah, 17 Sekolah Mengah
Atas, dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan. Angka partisipasi murni (APM)
di Kabupaten Malinau pada tahun 2015 untuk jenjang pendidikan
SD/sederajat adalah sebesar 95,68 yang artinya dan seluruh penduduk usia
7-12 tahun, 95,68 persennya sedang bersekolah di SD/sederajat.
Sedangkan APM untuk SMP/Sederajat adalah 70,28 dan untuk
SMA/Sederajat adalah 65,24.

Perbandingan atau rasio antara murid dan guru akan menggambarkan
rata-rata jumlah murid yang diajar oleh setiap guru. Jadi, secara umum
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio murid-guru, semakin kurang
efektif proses belajar-mengajar begitu pun sebaliknya. Pada tahun ajaran
2013/2014, rasio murid-guru di semua jenjang pendidikan selain sekolah
dasar mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah
murid lebih tinggi dibandingkan dengan guru.

4, Perdagangan
Sarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Malinau

berdasarkan data Potensi Desa tahun 2014 antara lain adalah minimarket
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sejumiah 8, restoran/rumah makan 1, warung makan 152, toko/warung
kelontong sebanyak 1.070, pasar dengan bangunan permanen 2, pasar
dengan bangunan semi permanen 7, dan pasar tanpa bangunan ada
sebanyak 4.

Berdasarkan jenisnya, perdagangan dapat dibedakan menjadi empat
yaitu perdagangan besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh
miliyar rupiah), perdagangan menengah (kekayaan bersih lima ratus juta
sampai sepuluh miliyar rupiah), perdagangan kecil (kekayaan bersih lima
puluh juta sampai lima ratus juta rupiah), dan perdagangan mikro
(kekayaan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah).

Sampai tahun 2015, di Kabupaten Malinau terdapat 13 perdagangan
menengah, 182 perdagangan kecil, dan 1.481 perdagangan mikro. Pada
2015, jumlah koperasi di Kabupaten Malinau sebanyak 115 unit terdiri

dan 3 unit KUD dan 112 unit non KUD.

B. Gambaran Umum Disperindag Kabupaten Malinau

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau merupakan
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah
Kabupaten Malinau. Awal pembentukannya sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan
Perangkat Daerah dengan nomen klatur Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor

131 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kera Dinas
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Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pada tahun 2008 Susunan
Organisasi dan Tata Kerja tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 17
tahun 2008 dan ada penambahan nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Perkembangan terakhir adalah dengan adanya Perda No. 4 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Malinau yang diperkuat
dengan Perbup No. 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tupoksi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perindagkop dan UMKM
berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Perindustian dan Perdagangan

hingga sekarang.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi
Sesuai dengan Renstra Dinas Perindusirian dan Perdagangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, bahwa Tugas Pokok Dinas
Perindustrian dan Perdagangan adalah membina, menumbuh kembangkan
dan memajukan usaha masyarakat dibidang Industri, Perdagangan, Pasar,
Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, maka fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut
1. Menyusun visi dan misi di bidang industri, perdagangan, koperasi dan
UMKM yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten dalam membangun
Kabupaten Malinau.
2. Menyusun program dan kegiatan sebagai tindaklanjut dari visi dan misi
tersebutsesuai dengan skala prioritas dan kemampuan daerah dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat.
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3. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait baik di tingkat
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dalam melaksanakan program dan
kegiatan tersebut agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4, Melaksanakan manajemen kantor secara baik dan profesional dalam
rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan
untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada pada

SKPD pada setiap tahun anggaran.

3. Aspek Strategi Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Dinas Perindustrian
dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam
menggerakan roda pembangunan di Kab. Malinau. Aspek strategisnya yakni
pada sektor perekonomian daerah.

Sesuai dengan Misi Pembangunan Kab. Malinau sebagaimana yang
tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 pada poin yang keempat yakni :
Meningkatkan perckonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang
bertumpu pada ckonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi,
yaitu : BUMDes, Pasar, Bank, dan pusat perdagangan, maka letak peran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Menciptakan lklim Usaha yang Kondusif bagi Pelaku Usaha Industri,
Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM

2. Mengembangkan Sistem Perdagangan yang Efektif, Efisien dan Berdaya
Saing.

3. Mengembankan Industri yang Bertumpu pada Potensi Daerah yang

Berkelanjutan.
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4. Memberdayakan Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM yang
Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

5. Memberikan Pelayanan Kepada Publik Secara Tepat, Transparan dan
Akuntabel dengan didukung Sumber Daya Manusia Aparatur yang
Berkualitas serta Sarana dan Prasarana yang Memadai.

6. Menata Kelola dan meningkatkan sistem penanganan pasar dapat
meningkatkan Kenyamanan pelaku pasar maupun konsumen di Pasar.

7. Menertibkan Pedagang Pasar.

8. Menumbuh Kembangkan Partisipasi Kepedulian Kebersihan dan

Keamanan Pasar.

4. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Malinau, maka berdasarkan Peraturan Bupati
Malinau Nomor 43 Tahun 2016 telah ditetapkan struktur organisasi baru

sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KABUPATEN MALINAU

{Berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2016)

KEPALA DINAS
1
SEKRETARIS 1|
1
l v l
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JABATAN Mmoo mmemmicimn] PERENCANAAN @ UMUM KEUANGAN
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y
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NDUSTRAI PERDAGANGAN & UMKM
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Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Malinau Tahun (2017)

Tabel 4.1

.‘,_4

Dari data diatas, struktur Dinas Perindagkop dan UMKM kabupaten

malinau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pemimpin atau atasan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43688.pdf
57

tertinggi pada Kantor Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Malinau yang
membawa beberapa Jabtan diantaranya sebagai berikut Sekretaris, Kepala Sub
Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Kasi seperti yang dipaparkan pada struktur

organisasi diatas.

5. Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten
Malinau sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki aparatur
sebanyak 44 orang dengan perincian 37 orang PNS dan 7 orang PTT.

Aparatur PNS yang berpendidikan S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak
16 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SL.TA sebanyak 8 orang. Sedang untuk
PTT, yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 4 orang.

Berdasarkan data kondisi Kepegawaian pada Kantor Disperindagkop
dan UMKM kabupaten Malinau, terdiri dari beberapa kepegawaian
berdasarkan jabatan diantarmya ; untuk eselon I terdiri dari 1 orang pegawai
saja yaitu Kepala Dinas Selaku pemimpin organisasi pada Disperindagkop
dan UMKM, untuk eselon IIT terdiri dari 5 orang pegawai termasuk Sekretaris
Disperindagkop dan UMKM beserta dengan 4 orang pegawai berjabat
sebagai Kepala Bidang pada Disperindagkop dan UMKM Kabupaten
Malinau, untuk eselon 1V terdiri dari 15 orang pegawai 3 orang pegawai
berjabat sebagai Kepala Sub Bagian dan 12 orang pegawai lainya berjabat
sebagai Kepala Seksi , selanjutnya untuk Staf Pelaksana terdiri dan 17 orang
pegawai dan honorer sebanyak 7 orang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada

lampiran 2.
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C. Hasil Penelitian
1. Gambaran Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima ini memang selalu
dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, diantaranya
yaitu :

a. Penggunaan ruang publik oleh para PKL bukan untuk fungsi
semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL
itu sendiri.

b. Keberadaan PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau,

c. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian
besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota.

d. Pecemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL,

e. PKL menyebabkan kerawanan social.

f. Kemungkinan terjadinya persainagn tidak sehat antara pengusaha
yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang
tidak membayar pajak resmi (waluapunt mereka sering membayar
“pajak tidak resmi”) contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar
dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan
ekonominya secara informal dengan menyebarkan.

Fenomena PKL seperti itu lah yang ditimbulkan PKL seperti yang
telah diuraikan atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah
untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya,
walaupun pemerintah telah membuat kebijakan perda untuk melarang

keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah makin banyak. Dan tentu
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kebijakan perda tersebut memuai banyak kontra darni para PKL karena
kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan
PKL kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini
adalh pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak
menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan
pemerintah justru akan menjadi Boomerang bagi pemerintah itu sendiri,
sehingga akan timbul ketidak stabilan, anarkisme dan ketidak tentraman
yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai
pembuat kebijakan.

Kebijakan dapat diambil untuk mensinergikan kepentingan antara
pemerintah dengan PKL karena dengan membuat kebijakan relokasi yang
tepat untuk PKL yaitu dengan cara menyediakan lahan strategis untuk
pemasaran barang dagangan para PKL tersebut, maka dalam hal int
kepentingan PKL dapat terpenuhi dan tentunya dalam hal inipun
pemerintah dapat memepriimbangkan juga bahwa lahan tersebut tidak
mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota. Maka initinya diharapkan
kepentingan pemerintah dan PKL dapat terpenuhi, sehingga dapat tercipta
suatu format penyelesaian kebijakan yang win-win solution, yang berartt
kebersihan, keindahan dan kerapian kota dapat terwujud, kesejahteraan
rakyat (PKL) pun dapat terwujud. Teteapi menieng untuk mewujudkan
semua itu tidak mudah, memerlukan sosialisasi atau beberapa pendekatan
secara teoritis dan sosiologi terhadap masyarakat (PKL). Maka sekali lagi

apabila pemerintah akan membuat suatu kebijakan yang menciptakan
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kedinamisan dan kesejahteraan rakyat, tentunya dalam membuat kebijakan
tersebut harus didasarkan pada asas oportunitas.
2. Alasan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pemenntah menghadapi suatu tantangan besar untuk mampu mebuat
kebijakan yang tepat untuk menangani masalah pedangan kaki lima atau
vang lebih kita kenal dengan nama PKL. Pemerintah dalam hal ini belum
mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan
PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.

PKL yang dianggap illegal, menanggung ketertipan kota alasan-alasan
lain yang mengaharuskan pemerintah membuat suatu kebijakan melarang
keberadaan PKL. Tetapi sebaiknya pelaku shadow economy. PKL perlu
diberdayakan guna memeberikan kesejahteraan yang merata bagi
masyarakat. PKL. maerupakan sebuah wujud kreatifitas masyarakat yang
kurang mendapatkan arahan dari pemenntah. Oleh karena itu pemernintah
perlu memberikan arahan pada meraka, sehingga PKL dapat
melangsungkan usahanya tanpa menimbulkan kerugian pada eleman
masyarakat yang lainya.

Memulai peraturan daerah yang jelas dan akuntabel maka
permasalahan sosial seperti PKL dapat dihindarkan. Dengan adanya
kebijakan-kebijakan alternatif yang baik untuk masyarakat (PKL) serta
ruang partisipasi yang di buka seluas-luasnya, maka akan menimbulkan
sinergi yang baik antara pemerintah dengan PKI. dalam mengahsilkan
ataupun melaksanakan sebua kebijakan. Jadi sebetulnya apapun kebijakan

yang dibuat pemerintah, yang paling penting dan mendasar adalah
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mengenat kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat udang-undang dasar
1945 bahwa negara berkepentingan untuk mesejahteraakan rakyat yang
dalam hal ini diwakilkan kepada pemenntah.

Pada subjudul ini akan divraikan data-data hasil penelitian yang
berhasil dikumpuikan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara
di lapangan. Wawancara dilakukan dengan 7 orang informan yang terdiri
dari Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja (SATPOLPP), dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Ji
Strat Damai Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Data primer
dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan yang
dinilai berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan
dengan permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan

kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

3. Informan Penelitian
Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malinau, adapun Pihak-pihak yang
menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
a. Informan 1
Kepala Disperindagkop dan UMKM kabupaten Malinau Bpk Drs.
Emang Mering, M.Si Jenjang Pendidikan Formal S2.
b. Informan 2
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Malinau Bapak

Marson R Langup, SH, MM
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c. Informan 3
Ibu Yuliastuti, Pedagang Kaki lima yang berjualan di JI. Strat Damai
d. Informan 4
Bapak Ardiansyah, Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat
Damai
¢. Informan 5
Bapak Bapaprio, Pedagang Kaki lima yang berjualan di J1. Strat Damai
f. Informan 6
Bapak Rian Pedagang Kaki lima yang berjualan di Jl. Strat Damai
g. Informan 7

Ibu Ainun, Pedagang Kaki lima yang berjualan di J1. Strat Damai

4. Sasaran dan Tujuan Penertiban
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum,
dilaksanakan dengan tujuan menertibkan kawasan-kawasan yang dianggap
semeraut atau kumuh yang diangap menggangu ketertiban Umum.
Sasaran dari penerbitan peraturan daerah ini untuk memperbaiki
kondist jalan strat damai yang dipadati oleh para pedagang kaki lima yang

telah menggangu ketertiban umum dan keindahan tata ruang kota.

5. Hasil Peneliti
Dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kab.
Malinau dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Strat

Damai dapat dilihat melalui beberapa aspek. Analisis ini menggunakan
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teori George C. Edward III yang telah menetapkan 4 aspek penting untuk

mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi,

sumber daya, kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan sangat penting dalam

kesuksesan suatu kebijakan. Sebagaimana yang dikemukan oleh
Edward I1I (Budi winamo, 2008:175) bahwa keputusan kebijakan dan
perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan
dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti
dengan cepat oleh pelaksana. Dari hasil wawancara peneliti dengan
salah satu informan, sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan penertiban, biasanya dilakukan
pertemuan antar instansi terkait seperti dispenindagkop, satpol
PP, dinas PU dan Kecamatan, ini dilakukan untuk memperkuat
prosedur dijalankan dalam melakukan kebijakan penertiban
bagi para PKL tersebut. Lalu, selanjutnya dilakukan sosialisasi
kepada para PKL biasanya dikumpulkan di suatu tempat seperti
di kantor kecamatan terdekat, instansi yang terkai dalam hal
penertiban PKL. ini makan masing-masing berperan dalam
tugas pokok dan fungsinya, seperti pada dinas PU yang akan
memberi tahukan kepada para PKL bahwa setiap usaha harus
memiliki ijin usaha ataupun ijin bangunan sehingga tidak tejadi
kemerautan dipingir-pingir jalan, karena di Kabupaten Malinau
sudah ada tata ruang yang baik, jadi ada temapt-tempat yang
memang di larang untuk mengelar barang dangangan, dan dinas
perindag akan mengarahkan untuk berjualan ditempat yang
sudah di sediakan oleh pemerintah seperti pasar-pasar karena di
setiap kecamatan sudah di sediakan fasilitas pasar bagi para
PKL tersebut, karena untuk berjualan sayur, ikan, bahan
bumbu, dan sejenisnya itu dilarang karena akan menimbulkan
dampak yang menyebabkan orang yang berada disekitar
terganggu, seperti bau busuk dan ikan serta sampah yang
dihasilkan dari sayur-sayur yang sudah tidak layak jual bisa
dikatakan busuk, hal seperti ini yang dapat menganggu
lingkungan seckitar maupun bagi orang lain. Tujuan dan ini
semua secbenarnya untuk masyarakat kita sendiri  yaitu
masyarakat Kabupaten Malinau, agar Kabupaten Malinau yang
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kita cintai ini selalu terlihat indah,yaman dan tertib. Selain itu

kami buatkan edarannya kepada setiap para PKL yang akan di

tertibkan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para PKL yang

mengatakan tidak mengetaui tentang kebijakan penertiban PKL
vang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ini ™.

Dan hasil wawancara di atas, dalam aspek komunikasi sudah
baik yaitu melibatkan semua pelaksana kebijakan yang terkait,
sehingga informasi yang ditenma jelas dan akurat yang akan
berdampak pada koordinasi yang baik agar tidak terjadi kesalah
pahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam upaya mengimplementasi kebijakan yang optimal,
pelaksana kebijakan menyadari bahwa komunikasi perlu dilakukan
kepada PKL sebagai pihak yang dikenai langsung oleh kebijakan.
Komunikasi tersebut bermanfaat dalam rangka mensosialisasikan
kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Malinau. Salah satu
bentuk komunikasi antara pihak pemerintah dengan PKL yaitu dengan
melakukan sosialisasi yang berbentuk dialog di setiap kecamatan,
namun hal ini seperti tidak menemukan titik termu agar berkurangnya
PKL di Jalan strat damai, inalah sebaliknya semakin menjamur dan
terkadang terjadi perlawanan dari pihak PKL jika dilakukan
penertiban. Seperti yang diungkapkan salah seorang PKL di jalan Strat
Damai:

“memang ada sosialisasi yg dilakukan pemerintah dengan

mengumpulkan para PKL di kantor kecamatan, sering juga

kami diberikan surat edaran, tapi tidak ada solusi untuk kam,
yang kami inginkan hanyalah berjualan dengan tenang, karena
ditempat kami berjualan ini adalah kawasan rumah kami

sendiri sehingga kami tidak harus dibebani dengan sewa
tempat, maka dari itu kami masih berjualan disini”.
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Jika komunikasi dapat dilakukan lebih variatif dan melakukan
pendekatan-pendekatan kepada para PKI., mungkin itu lebih efektif
dari pada hanya sekedar sosialisai yang hanya berakhir di sosialisi itu

saja tidak ada kelanjutan yang lebih progresif.

b. Sumber Daya

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, kurangnya
penyediaan fasilitas dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di JI Strat
Damai sangat mempengaruhi aspek sumber daya dalam implementasi
Penertiban Pedagang Kaki Lima di J1 Strat Damai, hal ini dikarenakan
kurangnya anggaran untuk kebijakan tersebut. Sehingga ini sangat
berpengaruh dalam penerapan kebijakan karena setiap kebijakan yang
akan diimplementasikan haruslah dipersiapkan secara rinci sumber-
sumber apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan impiementasi
tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward III (Budi
Winamo, 2008:181) bahwa apabila para pelaksana kekurangan
sumber-sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan,
maka implementasi tersebut tidak akan menjadi efektif, walaupun
perintah implementasi ditransmisikan dengan akurat, jelas, dan
konsisten. Ketersediaan sumber sangat penting karena keterbatasan
sumber-sumber yang tersedia, baik tenaga, biaya, dan waktu, serta
perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah
kecil sumber-sumber tersebut dan membiarkan miasyarakat merespon

dengan caranya sendiri-sendini, maka kebijakan publik yang dibuat
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tidak mendapatkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Sumber-
sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah staf, informasi,
wewenang, dan fasilitas. Dan hasil penelitian, sumber-sumber yang
tidak terpenuhi disini adalah fasilitas.
Seperti yang diungkapkan salah satu informan dan satpol PP:
“Anggaran tersebut memang ada tapi diambil dari kepala seksi
bagian umum dan dana tersebut memang sudah di anggarkan
sebelumnya tapi tidak tennci dengan baik, sehingai terkadang
memang kekurangan biaya, sehingga dalam memenuhi fasilitas
tersebut maka pegawa yang bertugas melakukan penertiban
PKL, menunjukkan bahwa ketersediaan jumlah dana
operasional dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PKL masih
relatif kecil. Hal ini terlihat dar dana yang digunakan untuk
melakukan kegiatan operasional di lapangan kurang mencapai
sasaran sehingga hal ini berdampak terhadap kurangnya sarana
dan prasaran pendukung kerja di lapangan. Dimana Keputusan
Bupati jelas agar ada landasan hukum bagi Satpol PP sebagai
pelaksana kebijakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan
kepada dinas dan instansi agar segala macam kebijakan yang
diambil dapat dilaksanakan bersama-sama dan terorganisasi”.
Tujuan pengembangan sumber daya manuasia adalah untuk
memperbaiki  efektifitas dan efesiensi kerja mereka dalam
melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja mereka
yang telah di tetapkan. Perbaikan efektifitas dan efisiensi kerja
karyawan dapat dicapai dengan meningkatkan :
a. Pengetahuan karyawan,
b. Keterampilan karyawan, dan
c. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya.
Pada ponsipnya, pengembangan SDM di daerah yang
berkualitas, dapat diakselerasikan dengan dua pendekatan : pertama,

pengembangan SDM ditunjukan kepada Pegawai yang kelulusa SLTA
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akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kedua,
pemerintah daerah dapat pula menigkatkan keterampilan dan keahlian
aparatur melalui pendidikan non formal (kursus dan Jatihan
Administrasi dan Kepemimpinan) sebagai kebutuhan dasar dan semua
aparatur Pemerintah.

Dalam penelitian ini yang berperan dalam pelaksanaan
kebijakan penertiban PKL tersebut adalah dari istansi terkail seperti
dalam bhalnya Satpolpp yang melakukan penertiban PKL imi yang
berjejang, dimulai dari Kasi Ketertiban Umum, yang mengkordinasi
bawahnya untuk melakukan penertiban PKL adapun sebelum
melakukan penertiban diadakan kordinasi terlebih dahu atau arahan
dari atasan terkait pelaksanaan penertiban tersebut. Dimana tingkat
pendidikan mempengaruhi kinerja yang akan diprogramkan, karena
kebijakan penertipan vang dilakukan ini akan berdampak banyak bagi

masyarakata banyak.

¢. Kecenderungan Disposisi
Edward Il mengatakan bahwa sikap yanpg baik atau positif
para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan
yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang
diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya,
bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para
pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan mnjadi

sulit.
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Sikap yang diperlukan Dalam rangka mempersiapkan diri
untuk melaksanakan ketertipan PKL ini, yang dibutuhkan adalah
seseorang yang mampu dengan cepat beradaptasi, profesional, kreatif,
dan selalu meningkatkan kompetensi. Selain itu, sikap yang
sebenarnya dibutuhkan untuk merespon para PKL ini adalah sikap
disiplin. Sikap disiplin inilah yang jika dilakukan secara konsisten
meningkatkan produktivitas kerja. Sikap mental positif merupakan
kunci utama untuk mejalankan Penertiban PKL ini bukan hanya
berdasarkan keterampilan saja.

Dalam penelitian ini, kecenderungan pelaksana kebijakan
penanganan PKL dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah
program-program kerja yang direncanakan dan direalisasikan,
pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi, dan feed back
masyarakat dan PKL itu sendiri. Hal-hal tersebut cukup dapat
merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan
kebpjakan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Malinau mengungkapkan sebagai berikut;

“ Para Pedagang Kaki Lima sudah kita pindahkan ke Pasar

Induk vang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut, dalam

hal ini bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

(SAPOLPP) namun demikian masi saja ada para pedagang

kaki lima yang kucing-kucingan dengan aparat pelaksana

kebijakan penertiban ini, mereka kembali Jagi berjualan di Ji

Strat Damai tersebut, namun dengan begitu kamt tidak

melakukan pembiaran, maka akan kami lakukan tidakan razia

kembali para Pedagang Kaki Lima yang masi membandel
tesebut.
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Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku kebijakan sudah
berulang kali memonitoring para Pedagang Kaki Lima dan
memberikan solusi agar mereka dapat berjualan di tempat yang sudah
disediakan seperti di Pasar Induk yang ada di Kecamatan Malinau
Kota tersebut, namun masih ada para Pedagang Kaki Lima yang
“nakal” masih saja kembali untuk berjualan di Jalan Strat Damai. Hal
ini pun didukung dengan keterangan dar salah satu informan
Pedagang Kaki Lima sebagai berikut ;

* kami sudah dipindahkan dan jalan Strat Damai ini menuju di
pasar induk, tapi kami kembali lagi ke sini (Jalan Strat Damai)
dikarenakan di pasar induk jualan kami tidak begitu laku,
keuntungna yang kami daput pun tidak ada, sehingga membuat
kami merugi, dikarenakan pasar induk tersebut masi sepinya
pembeli, dan kami pun harus membayar sewa tempat atau
retrebusi  kepada pengelojah pasar tesebut, dengan begitu
pendapatan kami hanya sedikit dan itu pun tuntung-untung
ada, sehingga tidak sesuai dengan pengeluaran kami sebagai
pedagang kecil”.

Sumber ;: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.2
Pembayaran Retrebusi Pasar Induk
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Hal yang membuat pedagang merasa keberatan dalam
pemungutan retrbusi ialah diharuskan membayar perbulannya sesuai
dengan luas lahan dagangan yang diambil sehingga harga yang dibayar
lebih tinggi. Sehingga membuat pedangan kurang setuju dengan
adanya pemungutan retnbusi pasar induk. Dimana para pedagang
berjualan di jalan strat damai tidak ada pemungutan retribusi
dikarenakan lahan milik para pedagang sendiri dan dapat mengurangi

biaya pengeluaran para pedagang.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dan
langkah kebijakan yang dilakukan yang dilakukan oleh para pelaku
kebijakan sudah memberikan solusi, yaitu tempat bejualan yang layak
bagi para Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Strat Damai tersebut
dimana tepat tersebut adalah Pasar Induk yang ada di Kecamatan
Malinau Kota. Namun dan kebijakan yang diambil kurangnya
memperhitungkan aspek untung/rugi dan para Pedagang Kaki Lima
tersebut. Hal ini menyebabkan para pedagang Kaki Lima kembali lagi
berjualan ditempat yang sudah dilarang oleh pemerintah. Maka dan
itu, pentingnya memperhitungkan feed back yang didapatkan setelah
menerapkan kebijakan. Pemerintah dalam hal ini kebijakan penertiban
Pedagang Kaki Lima berjalan lancar dengan syarat memperhitungkan
juga dampak yang diterima oleh Pedagang Kaki Lima jika mengikuti
aturan kebijakan yang diterapkan oleh Pemenntah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Malinau No 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum bagian ke dua
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Pasl 6 bagian (c) “Melakukan kegiatan usaha dengan menggelar,
menempatkan, menumpuk barang dengan dan sejelisnya diatas trotoal,
jalan umum” Maka pelaksanaan kebijakan penataan PKL di jalan Strat
Damai merupakan salah satu bagian tugas dari pemerintah untuk
menjalankan penertiban para PKL tersebut maka dari itu dinas/instansi
yang terlibat di dalamnya telah melaksanakan tanggungjawab, tugas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta penjadwalan yang telah
disusun, seperti yang telah terjadi pada gambar 4.3 dimana
dilakukannya penertipan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh
pihak terkait. Dimana para pedangang kaki lima masih berjualan di

pinggir jalan yang sudah dilarang.

Sumber ; Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.3
Pelaksanaan Penertiban PKL J1. Strat Damai
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d. Struktur Birokrasi

Birokrasi biasanya menjadi pelaksana kebijaksanaan secara
keseluruhan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah,
tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan
di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sisten birokrasi
sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi instansi yang
menangani PKL adalah disperdagkop, Satpol PP, dan Dinas PU, secara
umum sudah cukup ideal dan representative dan mendukung tupoksi.
Hal ini didukung oleh peryataan Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau
sebagai berikut :

“kami (Satpol PP) bersama Disperindagkop Kabupaten

Malinau dan Dinas PU dalam hal ini bertugas menjalankan

Perda No 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum agar para

Pedagang Kaki Lima dapat pindah ketempat yang telah

dialokasikan sehingga dapat menciptakan kabupaten malinau

yang indah dan tertib. Hal ini kami lakukan dengan baik dan
tanpa kekerasan, dari pemerintah pun sudah menyiapkan lokasi
vang layak untuk befjualan dan pastinya tidak melanggar

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau™.

Edward III membedakan dua karakteristik birokrasi yaitu
prosedur operasi standar atau yang lebih sering dikenal dengan SOP
(Standard Operating Procedure) dan fragmentasi.

1) SOP (Standard Operating Procedure)
Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi
adalah penanganan PKL yang krusial adalah pengaturan lokasi dan
penertiban PKL illegal. Fungsi pertama dilakukan Disperindag dan

penertiban oleh Satpol PP, masing-masing instansi memiliki SOP.
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SOP penertiban diawali dengan pemberian surat peringatan kepada
PKL illegal yang bersangkutan selama 3x24 jam. Apabila tidak
diindahkan, baru dilakukan penertiban bergantung pada skaia atau
jumlah PK1. yang akan ditertibkan. Berikut hasil wawancara dengan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau
tentang lokasi dan penertipan ;

“Agar pemilik kegiatan wusaha tidak melanggar
menempatkan, menumpuk barang dagangan dan sejenisnya
diatas trotoal jalan umum, sehingga tidak menganggu
aktifitas lalu lintas, kami sudah memberikan sosialisasi, lau
memberikan surat edaran peringatan kepada para Pedagang
Kaki Lima 3 x 24 jam, bila tidak diindahkan oleh para
Pedagang Kaki Lima maka maaf jika kami akan bertindak
tegas”.

Peryataan ini pun sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala
Satpol PP Kabupaten Malinau sebagai berikut :
“Dalam penertiban ini kami melakukan sosialisasi, dari
intansi terkait dan memberikan surat edaran tentang
pelaksanaan Penertiban yang akan dilakukan, kepada para
Pedagang Kaki Lima. Tapi masth ada yang melawan, tidak
merespon dengan batk maka dari itu akan kam: ambil
tindakan tegas untuk ditertibkan’.
Selain penertiban lokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Strat Damai,
Pemerintah juga menyiapkan lahan relokast untuk tempat berjualan
para Pedagang Kaki Lima setelah ditertibkan yaitu di Pasar Induk.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Malinau sebagai berikut :
“Setelah ditertibkan kita tidak lepas tanpgan kepada para
Pedagang Kaki Lima, kita berikan solusi yaitu berjuatan di
tempat yang semestinya dan tidak melanggar Peraturan

Daerah yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi bagi yang
mau kita pindahkan ke Pasar Induk”.
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Dapat disimpulkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan
Strat Damai sudah sesuai dengan Standar Operating Procedur
{SOP).
2) Pemisahan dalam pelaksanaan kebijakan (Fragmentasi)
Fragmentasi adalah pelaksanaan suatu fungsi tertentu secara
terpisah-pisah. Edward 11l berpendapat bal ini akan menimbulkan
dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan
implementasi, yaitu: (i) tidak ada yang merugikan bagi keberhasilan
implementasi kebijjakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi
tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan
terpecah-pecah. (ii) pandangan-pandangan yang sempit dan badan-
badan mungkin juga akan menghambat perubahan.
Fragmentasi dalam implementasi PKL diantaranya terjadi dalam
masalah perijinan. Perijinan tiga dari empat jenis lokasi PKL diurus
oleh KUKM sedangkan lokasi terjadwal oleh pemilik lahan.
3) Faktor yang berpengaruh dalam Pelaksanaan Implementasi
Kebijakan;
a. Komunikasi
Pemerintah menjalin komunikasi dengan para PKL jalan
strat damai dalam bentuk sosialisasi program dan pembinaan
PKL. Komunikasi yang dilakukan juga mengikut sertakan para
PKL dalam kajian studi banding yang dilakukan oleh
pemerintah untuk pelaksanakan kebijakan ini. Perwakilan PKL

jalan strat damai dilibatkan dalam studi banding itu untuk
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mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pengaturan tempat
usaha dan penataan PKL agar selalu terjalin komunikasi antara
aparat dan kebijakan tidak berjalan sepihak. Komunikasi yang
dilakukan pelaksana terkait sudah berjalan meski masih ada
kendala seperti belum adanya tindak lanjut dard apa yang telah
dikomunikasikan antar aparat maupun dengan kelompok sasaran
dalam hal ini adalah PKI. jalan strat damai. Penataan PKL selalu
terhambat oleh susahnya komunikasi antara pelaku didalamnya,
baik horizontal antar instansi maupun vertical dengan kelompok
sasaran.

Mekanisme komunikasi pada lembaga pelaksana dan
instansi pendukung kebijakan relokasi pedangang kaki lima di
kabupaten malinau sudah berjalan dengan baik, adanya interaksi
anatar pemerintah dangan PKL sudah cukup bagus.

Seperti yang diungakapkan oleh salah satu informan
pedagang kaki lima sebagai berikut ;

“ memang saya pernah mendengar dari teman saya sesama
pedagang kaki lima disini bahwa ada pertemuan yang dilakukan
oleh pemenntah dengan kami para pedagang kaki lima yang
berada dijalan strat damai, untuk mengikuti sosialisasi tetang
keberadaan kami para PKL yang dilarang untuk berjualan di
kawasan jalan strat damai ini, karena dianggap kumuh, namun
saya tidak mengikuti kegiitan soialisasi itu karena pada saat itu
saya tidak mengetahuinya, dan saya hanya mendegar dari teman
saja kalo ada pertemuan itu, dan saya juga mendegar informasi

dari teman yang lain pernah diadakan pertemuan para pedagang
kaki lima dengan pemerintah itu hanya 2 atau 3 kali saja”.
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b. Sumber Daya

Suatu kebijakan betapapun telah dirumuskan dengan baik
akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya
dalam jumlah dan kualitas yang memadai maka akan sulit
diimplementasikan. Lebih jauh lagi sebuah keberhasilan
pelaksanaan program sangat tergantung pada sejauh mana
sumber daya yang ada dapat memadai dan dioptimalkan sesuai
dengan tuntunan kebutuhan yang ada. Termasuk dalam
kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL jalan
strat damai. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan
program penataan dan pemberdayaan PKL jalan strat damai
dalam penelitian ini meliputi sumber dana, ketersediaan aparat
pelaksana baik dan segi jumlah maupun kompetensinya dan
kewenangan.

Sumber daya dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima
jalan strat damai secara keseluruhan masih belum memadai
dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini. Ketersediaan
alokasi sumber dana yang terbatas masih menjadi kendala,
selain itu dan segi kewenagan, aparat sudah mempunyai
komitmen dalam menjalankan kebijakan ini namun masih
terkendala adanya alur birokrasi yang menghambat wewenang

yang dimiliki oleh aparat pelaksana.
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Seperti juga yang telah diungkapkan olah salah satu
informan dari pedagang kaki lima yang ada dikawasan jalan
strat damai ;

“ sampai saat ini kami sebagai pedagang kaki lima yang
berada dikawasan jalan strat damai ini belum pernah
mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pun tempat yang
disediakan oleh pemerintah kami anggap tidak strategis bagi
kami, dan itu akan merugikan kami sebagi pedagang kecil yang
mecari makan sebagi pedagang kaki lima “.

D. Pembahasan

Implementasi merupakan tahapan proses kebijakan publik yang memliki
banyak pengertian. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting,
bahkan lebih penting dari sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi
dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan
sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melaiui saluran
birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan, dan
siapayang memperoleh apa dan suatu kebijakan.

Winarno dalam Limbong (2006:190) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan setelah
kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Fenomena
menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota-kota besar di Indonesia
memunculkan berbagai permasalahan. Masalah PKL merupakan dilema bagi
semua pihak, di satu sisi PKL. sebagai sarana jual beli yang sebagian besar
masyarakat menggunakan jasanya, di sisi lain PKL dapak membuat kota menjadi

semerawut. Berbagai kebijakan dan peraturan telah dibuat dalam rangka
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menangani keberadaan PKL ini, namun keberadaan PKL masih saja belum dapat
teratasi dengan baik. Implementasi kebijakan penertiban di lapangan sering sekali
mendapat berbagai kendala, baik yang muncul dari pemenntah sebagai

pelaksanaan kebijakan, lingkungan masyarakat dan PKL itu sendin.

1. Implementasi Kebijakan Pcnertiban PKL
Kabupaten Malinau meriipakan salah satu kabupaten yang juga banyak dihuni
oleh para Pedagang Kaki Lima. Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta
bahwa keberadaan PKL di Kabupaten Malinau terlihat terus berkembang setiap
tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dibeberapa jalan utama di Kabupaten Malianu
yaitu Jalan Strat Damai yang semakin dipenuhi oleh PKL. Keberadaan PKL di
Kabupaten Malinau yang semakin menjamur tentunya memuncuitkan pandangan
berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap PKL itu
sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum, ada juga
masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena membuka
lapanghn pekerjaan bagi masyarakat.
Berikut gambaran implementasi kebijakan penertiban di Kabupaten Malinau
berdasarkan Teori Edward III.
a. Komunikasi
Edward IIT (Budi winamo, 2008:175) menyatakan bahwa keputusan
kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan
dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan
cepat oleh pelaksana.
Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards IlI, komunikasi

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan pelaksanaan.
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Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah
mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan
dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan
baik,sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus
ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Bila kita sinkronkan teori Edward I di atas dengan komunikasi
yang tegalin antara Pemenntah dan PKL sudah sangat baik. Namun,
setelah komunikasi terjalin antara Pemerintah dan PKL harus ada umpan
balik yang dilakukan Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima yang
di.pindahkan ke Pasar Induk. Karena dalam kenyataannya selama 20
tahun setelah di lakukan penertiban, PKL tetap kembali berjualan di Jalan
Strat Damai dengan alasan penjualan di Pasar Induk tidak seramai di
Jalan Strat Damai. Dan hal ini mengakibatkan para pedagang kesulitan
dalam membayar kewajiban retribusi yang ditarik pemerintah. Dalam hal
ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi
kebijakan tidak dapat dilakukan sekali maupun dua kali, tapi harus
berkali-kali. Selain itu dalam implementasi penertiban PKL di Kabupaten
Malinau juga memerlukan kejelasan dalam komunikasi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan
Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting
bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut
Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi
bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi

ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok,
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melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik
pelaksanaan kebijakan {Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang
mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya
kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan,
konsistensi  dalam = menjalankan  sebuah  kebijakan = maka
denganterpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan
tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan
yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward Ill bahwa sumber-sumber yang
dapatmenentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber
daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber
dayamerupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan
sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan
prosespelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan
prosesimplementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya
manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung
sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin
tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah
kebijakan dijalakan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan

saranadan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43688.pdf
81

mencapaiimplementasi  kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-
pelayananpublik.

Kurangnya penyediaan fasilitas dalam penertiban Pedagang Kaki
Lima di Jalan Strat Damai sangat mempengaruhi aspek sumber daya
dalam implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di JI Strat Damai,
hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk kebijakan tersebut.
Sehingga ini sangat berpengaruh dalam penerapan kebijakan karena
setiap kebijakan yang akan diimplementasikan harusiah dipersiapkan
secara rinci sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan
implementasi tersebut.

Selain kurangnya sumber daya dalam segi fasilitas, sumber daya
aparatur pemerntah juga sangat berpengaruh dalam implementasi
kebijakan, Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk
memperbaiki efektifitas dan efesiensi kerja mereka dalam melaksanakan
dan mencapai sasaran program-program kerja mereka yang telah di
tetapkan. Perbaikan efektifitas dan efisiensi kerja karyawan dapat dicapai
dengan meningkatkan :

a. Pengetahuan karyawan,

b. Keterampilan karyawan, dan

c. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya.

Pada prinsipnya, pengembangan SDM di daerah yang berkualitas,
dapat diakselerasikan dengan dua pendekatan : pertama, pengembangan
SDM ditunjukan kepada Pegawai yang kelulusan SLTA akan

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kedua, pemerintah
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dacrah dapat pula menigkatkan keterampilan dan keahlian aparatur
melalui pendidikan non formal (kursus dan latithan Administrasi dan
Kepemimpinan) sebagai kebutuhan dasar dam semua aparatur
Pemerintah.

c. Kecenderungan Disposisi

Dalam penelitian ini yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan
penertiban PKL tersebut adalah dan istansi terkait seperti dalam halnya
Satpolpp yang melakukan penertiban pkl i yang berjenjang, dimulai
dari Kasi Ketertiban Umum, yang mengkordinasi bawahnya untuk
melakukan penertiban PKL adapun sebelum melakukan penertiban
diadakan kordinasi terlebih dahulu atau arahan dari atasan terkait
pelaksanaan penertiban  tersebut. Dimana tingkat pendidikan
mempengaruhi kinerja yang akan diprogramkan, karena kebijakan
penertiban yang dilakukan ini akan berdampak banyak bagi masyarakat
banyak.

Menurut George C. Edward 111, disposisi atau sikap para pelaksana
adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika
pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari
suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor
pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi
(Karakteristik agen pelaksana).

Kecenderungan disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana

bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar
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mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan
yang diharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para
pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses
implementasi akan mengalami kesulitan.

Dalam implementasi kebijakan penertiban PK1. di Jalan Strat Damai
para pelaksana kebijakan berulang kali memonitoring para Pedagang
Kaki Lima dan memberikan solusi agar mereka dapat berjualan di tempat
yang sudah disediakan seperti di Pasar Induk yang ada di Kecamatan
Malinau Kota tersebut, namun masih ada para Pedagang Kaki Lima yang
“nakal” masih saja kembali untuk berjualan di Jalan Strat Damai dengan
alasan Pasar Induk kurang ramai dan sehingga tidak mampu dalam
membayar retribusi yang tidak sesuai dengan pendapatan.

Hal yang membuat pedagang merasa keberatan dalam pemungutan
retribusi ialah diharuskan membayar perbulannya sesuai dengan luas
lahan dagangan yang diambil sehingga harga yang dibayar lebih tinggi.
Sehingga membuat pedangan kurang setuju dengan adanya pemungutan
retribusi pasar induk. Dimana para pedagang berjualan di jalan strat
damai tidak ada pemungutan retribusi dikarenakan lahan milik para
pedagang sendiri dan dapat mengurangi biaya pengeluaran para
pedagang.

Untuk mengantisipasi agar kebijakan dapat berjalan sesual yang
diharapkan, dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung Dispositions
dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan

antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan
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kebijakan ttu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan
agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah
ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward 1lI, walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui
apa yang secharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk
melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak
dapat terlaksana atau terealisast karena terdapatnya kelemahan
dalamstruktur birokrasi. Birokrasi sebagal pelaksana harus dapat
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan
melakukan koordinasi dengan baik.

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan
memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya,
tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur
organisasi di mana mereka melayani. Dua karakteristik utama birokrasi
adalah prosedures operasi standar (SOP) dan fragmentasi, yang pertama
berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan
sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam
pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka seringtetap
berlaku karena inersia birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Strat Damai
salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah

penanganan PKI. yang krusial adalah pengaturan lokasi dan penertiban
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PKL illegal. Fungsi pertama dilakukan Disperindag dan penertiban oleh
Satpol PP, masing-masing instansi memiliki SOP. SOP penertiban
diawali dengan pemberian surat peringatan kepada PKL illegal yang
bersangkutan selama 3x24 jam. Apabila tidak diindahkan, baru dilakukan
penertiban bergantung pada skala atau jumlah PKL yang akan
ditertibkan.

Sehingga yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi
kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam
melaksankan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam
menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai,
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang.Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah
yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program —
program atau melalui formulasi kebijakan pnivat atau turunan dari
kebijakan publik tersebut.

Dari pembahasan implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan
Strat Damai Kabupaten Malinau menurut teori Edward III, dapat
disimpulkan bahwa ada 2 (dua) aspek yang sangat mempengaruhi
implementasi kebijakan penertiban PKL di Jalan Strat Damai Kabupaten
Malinau. Pertama, Komunikasi yang konsisten, berkelanjutan dan
adanya umpan balik dari pemerintah kepada para PKL agar implementasi
kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Kedua, Sumber Daya yaitu

fasilitas dan sumber daya manusia yang belum maksimal. Pentingnya
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fasilitas juga sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dalam
hal ini adalah penyediaan lokasi pemindahan pedagang yang strategis dan
ekonomis untuk para PKL. Selain itu sumber daya mianusia yang
berkompeten juga mempengaruhi implementasi kebijakan, hal ini
dikarenakan pentingnya pelaku kebijakan yang paham terhadap proses
kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Sehingga bisa
mendapatkan solusi dalam permasalahn yang teadi ketika implementasi
kebijakan diterapkan.
2. Gambaran Penertiban PKL di Jalan Strat Damai

Dan hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan para informan
penelitian baik yang berasal dan masyarakat maupun pemerintah
memberikan pandangan yang sama terhadap keberadaan PKL ini, yaitu
PKL merupakan salah satu kegiatan ¢konomi yang tidak formal atau tidak
diakui. Keberadaan PKL dianggap dapat mengganggu ketertiban umum,
menggangu pemandangan dan keindahan kota.

Keberadaan PKIL di Kabupaten Malinau selama ini telah
menimbulkan banyak permasalahan, keberadaan PKL membuat
Kabupaten Malinau menjadi tidak tertib dan menimbulkan banyak sampah
yang berserakan dijalan-jalan sehingpga Kota terlihat sangat kotor. Selain
itu, keberadaan PKL. yang memakan hampir sebagian ruas jalan utama
sering sckali menimbulkan kemacetan dan tidak jarang menyebabkan
kecelakaan oleh para pengguna jalan. Dan penjelasan di atas, kita melihat
bahwa banyak permasalahan yang timbul dari keberadaan PKL ini, namun

demikian keberadaan PKL di Kabupaten Malinau khususnya di Jalan Strat
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Damai semakin berkembang sejak tahun 1998. Para Pedagang Kaki Lima
seakan tidak perduli terhadap dampak yang ditimbulkan dan keberadaan
mereka. Dan hal ini bukan merupakan masalah baru yang dihadapi
pemerintah, Pedagang Kaki Lima di Jalan Strat Damai ini sudah berjalan
selama 20 tahun. Schingga pelanggaran ini dianggap biasa oleh para PKL
dan warga sekitar.

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang
menyebabkan para PKL tetap menjalankan aktifitasnya. Dari hasil
penelitian ditemukan fakta bahwa alasan ekonomis yang membuat para
PKL tetap bertahan untuk berjualan di pinggir jalan. Berjualan dipinggir
jalan ini lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak
harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Para PKL
mengetahui tentang larangan berjualan dipinggir jalan umum, namun
alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat ini para PKL masih
tetap bertahan. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui aparaturnya telah
melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang tentang larangan
berjualan di pinggir jalan umum. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan
melalui himbauan secara langsung melalui pengeras suara, mendatangi
langsung para PKL untuk memberitahukan larangan tersebut dan melalui
selebaran-selebaran yang kami tempelkan ditempat-tempat umum. Selain
itu, terdapat juga hibauan dalam bentuk baliho tentang larangan berjualan
di tempat umum yang dipajang di tempat para PKL melakukan

aktifitasnya.
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Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah
selama 1n1 terkesan hanya sia-sia. Dari hasil penelitian di lapangan, terfihat
bahwa sikap yang ditunjukkan oleh PKL selama ini menurut peneliti
masih diluar apa yang diharapkan, PKL tidak memperdulikan larangan
tersebut. Mereka tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Tidak ada
perubahan apapun ketika larangan berjualan itu telah disampaikan, justru
terlihat keberadaan PKL semakin banyak menempati tiap ruas jalan yang
ada di Jalan Strat Damai. Dengan kondisi seperti itu, tentunya harus ada
sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Malinau.

Selama ini tindakan yang dilakukan oleh aparatur Satpol PP adalah
dengan melakukan penertiban terhadap para PKL tersebut. Penertiban
dilakukan dem terciptanya keteraturan, keindahan kota dan kenyamanan
masyarakat di Kabupaten Malinau. Kegiatan penertiban yang dilakukan
oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap
para PKL. tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan
penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih
membandel dan tidak mendengarkan para petugas.

Selain tindakan penertiban, pemerintah Kabupaten Malinan melalui
aparatur penertiban juga memberikan hukuman kepada para PKL yang
berulang kali melaksanakan aktifitasnya walaupun sudah mendapatkan
peringatan dari aparat. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat
administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL
untuk sementara, yang kemudian nanti dikembalikan kepada pemiliknya

setelah didata, diberikan pengarahan dan bimbingan. Sampai saat ini
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belum terlihat pemberian hukuman yang tegas kepada para PKL, sehingga
apa yang telah dilakukan oleh aparatur penertiban selama ini tidak
memberikan efek jera kepada para PKL, mereka akan kembali berjualan
setelah dilakukan penertiban, pengarahan dan pembinaan seperti yang
telah dijelaskan di atas.

Selain memberikan sanksi, pemerintah pun memberikan solusi
kepada para PKL yaitu dengan memindahkan PKI. ke Pasar Induk.
Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena para PKIL. kembali lagi
berjualan di Jalan Strat Damai. Dar hasil penelitian, PKI. merasa tidak
untung jika bergualan di pasar induk, karena pembeli lebih banyak jika
berjualan di Jalan Strat Damai. Para PKL juga menganggap tidak kembali
modal jika berjualan di Pasar Induk karena ada biaya retribusi yang harus
mereka bayar setiap bulannya sebesar Rp 83.700,00 untuk lahan ukuran 9
m? dan Rp 111.600,00 untuk lahan ukuran 12 m’.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward 111) yang
dikutip oleh Budi winamo, salah satu faktor-faktor yang mendukung
implementasi kebijakan adalah sumber daya Sumber daya penting yang
mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta
keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,
wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan
pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya mengukur kembali
antara implementasi kebijakan dan fasilitas yang disediakan, contohnya
adalah tempat alternative untuk memindahkan para PKL di Jalan Strat

Damai. Dari sisi ekonomis juga perlu diperhatikan, mengingat para

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43688.pdf
90

pedagang membutuhkan konsumen. Sehingga, pemerintah tidak saja asal

memindahkan PKL tapi tidak melihat dampak setelahnya, kerena para

PKL pasti akan kembali lagi ke Jalan Strai Damai jika di Pasar Induk

mereka merasa tidak untung.

Pemerintah juga harus tegas sehingga masyarakat paham bahwa
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan
dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus
dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.
Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono,
masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik
dikarenakan:

1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan
badan-badan pemenntah;

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,
konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan
itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994).

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban PKL
Dari penjelasan di atas, maka terlihat para PKL di Kabupaten

Malinau selama ini cukup sulit untuk ditertibkan. Sikap yang ditunjukkan
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para PKL tersebut bukannya tanpa alasan, selama ini para PKL merasa

mercka tidak masalah begualan di Jalan Strat Damai karena tidak ada

tindak tegas dari pemerintah. Sehingga, para PKL membangun toko
permanen (kayu) di Pinggir Jalan Strat Damai.

Dani hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa selama ini memang
pemerintah tidak pernah memberikan sanksi hukum kepada para PKL,
sehingga para PKL berani melanggar perda. Selain itu, tidak adanya solusi
dan pembinaan kepada para PKL yang sudah dipindahkan ke Pasar Induk
sehingga mereka merasa tidak efektif berujualan di Pasar Induk dan
kembali lagi berjualan di Jalan Strat Damai.

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyati
beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. [Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih
samamya isi kebijakan, maksudnya apa yang memnjadi tujuan tidak
cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-
program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua,
karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang
akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan
dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat
berarti. Keempat, penyebab lain dan timbulnya kegagalan
implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan -
kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu,

misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
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b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para
pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang
perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan
baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan
komunikasi.

¢. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit
apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk
pelaksanaan kebijakan térsebut.

d. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya
implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspck pembagian
potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam
hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi
pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan
masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab
kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya
pembatasan-pembatasan yang kurang  jelas (Bambang
Sunggono,1994).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan
yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penoiakan warga
masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang
dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan
anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan

publik, yaitu:
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a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan
publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;

b. Karena anggota masyarakat dalam svatu kelompok atau perkumpulan
dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai
atau bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan
pemerintah;

¢. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara
anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan
menipu atau dengan jalan melawan hukum;

d. Adanya ketidakpastian hukurn atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan
yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi
sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan
sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994).
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya tindak tegas dan
pengkajian ulang dari pemerintah kabupaten Malinau terkait
penertiban PKL di Jalan strat Damai dan kejelasan kebijakan yang
diterapkan sehingga tidak terjadi pengabaian terhadap perda oleh

masyarakat setempat.

1. Dukungan Konsep Teori Implementasi yang berkaitan dengan

kebijakan adalah Komunikasi dan Sumber Daya
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a. Komunikasi

Pemerintah menjalin komunikasi dengan para PKL jalan strat
damai dalam bentuk sosialisasi program dan pembinaan PKL.
Komunikasi yang dilakukan juga mengikutsertakan para PKL dalam
kajian studi banding yang dilakukan oleh pemerintah untuk
pelaksanakan kebijakan inmi. Perwakilan PKL jalan strat damai
dilibatkan dalam studi banding itu untuk mengetahui lebih jauh tentang
kebijakan pengaturan tempat usaha dan penataan PKL agar seialu
terjalin komunikasi antara aparat dan kebijakan tidak berjalan sepihak.
Komunikasi yang dilakukan pelaksana terkait sudah berjalan meski
masih ada kendala seperti belum adanya tindak lanjut dari apa yang
telah dikomunikasikan antar aparat maupun dengan kelompok sasaran
dalam hal ini adalah PKL jalan strat damai. Penataan PKL selalu
terhambat oleh susahnya komunikasi antara pelaku didalamnya, baik
horizontal antar instansi maupun vertical dengan kelompok sasaran.

Mekanisme komunikasi pada lembaga pelaksana dan instansi
pendukung kebijakan relokasi pedangang kaki lima di kabupaten
malinau sudah berjalan dengan baik, adanya interaksi anatar
pemerintah dangan PK L sudah cukup bagus.
b. Sumber Daya

Dukungan yang berkaitan dengan kebijakan adalah Sumber Daya
Suatu kebijakan betapapun telah dirumuskan dengan baik akan tetapi
tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan

kualitas yang memadai maka akan sulit diimplementasikan. Lebih jauh
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lagi sebuah keberhasilan pelaksanaan program sangat tergantung pada
sejauh mana sumber daya yang ada dapat memadai dan dioptimalkan
sesuai dengan tuntunan kebutuhan yang ada. Termasuk dalam
kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL jalan strat
damai. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program
penataan dan pemberdayaan PKL jalan strat damai dalam penelitian ini
meliputi sumber dana, ketersediaan aparat pelaksana baik dan segi
jumlah maupun kompetensinya dan kewenangan.

Sumber daya dalam kebijkan relokasi pedagang kaki lima jalan
strat damai secara keseluruhan masib belum memadai dalam
menunjang pelaksanaan kebijakan ini. Ketersediaan alokasi sumber
dana yang terbatas masih menjadi kendala, selain itu dar segi
kewenagan, aparat sudah mempunyai komitmen dalam menjalankan
kebijkan ini namun masih terkendala adanya alur birokrasi yang

menghambat wewenang yang dimiliki oleh aparat pelaksana.

2. Hasil Penelitian Terdahulu
Menurut Danar Wahyu (2014), Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan menunjukan hasil kebijakan Penertiban Pedagang Kali Lima
di Pasar Johar Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dinas Pasar
Kota Semarang dan Satpol pp Kota Semarang beserta Instansi /SKPD
terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL Pasar Johar
Kota Semarang dengan baik dan sesuai prosedur. Sosialisasi Kebijakan
Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang sudah

disampaikan melalui rapat koordinasi antara  pihak-pihak
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SKPD/Instansi terkait, serta kepada masyarakat khususnya pedagang
kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Menurut Aulia, Elza (2008), Dari Hasil Penelitian Faktor kebijakan,
organisasi implementor, kelompok sasaran dan lingkungan
implementasi kebijakan. Berdasarkan fakta dilapangan : (1) Suatu
kebijakan yang diambil harus memperhatikan dampak yang akan
ditimbulkan oleh kebijakan. (2) Dalam implementasi kebijkan, pihak
implementor sebaiknya melibatkan semua pihak yang terkait, (3)
Diperlukan peraturan khusus yang lebih tegas dan jelas mengatur
tentang keberadaan PKL (pedagang kaki lima). (4) Diharapkan
pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan penertiban PKL saja
tetapi juga memikirkan solusi bagi PKL kata kunci : Implementasi
Kebijakan, Implementor, dan Kelompok sasaran.

Menurut Pebri Ismi (2014), Dani Hasil Penelitian Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik pedagang kaki lima di
kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar bermacam-macam.
Adapun karakteristiknya adalah profesi pedagang kaki lima menjadi
pekerjaan pokok, sebelum memilih berjualan pernah memiliki profesi
lain, mempersiapkan modal tergantung dan barang dagangan yang
dijual, keuntungan yang tidek menentu, tingkat pendidikan yang relatif
rendah, tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi, berjualan
barang yang beraneka ragam, menjual jasa,mulai berjualan ketika sore
hari hingga malam hari, mempersiapkan peralatan dalam berjualan,

membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang
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berbeda-beda, membawa barang dagangan dengan berjalan kaki,
pedagang memiliki paguyuban, pedagang yang berjualan tidak bisa
ditetapkan jumlahnya secara pasti. 2) Bentuk implementasi penertiban
pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan
Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai
cara, yaitu: Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajan
terlebih dahuiu tugas dan fungsi dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2011, melakukan himbauan atau sosialisasi, melakukan pendekatan
secara personal,melakukan penertiban satu minggu sebanyak 2 hingga
3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung, tidak melakukan
tindakan keras, terkadang mengeluarkan suara keras untuk
mengarahkan PKL yang sulit diatur, menindak tegas pedagang yang
sulit diatur agar jera dan tidak melanggar aturan kembali, terkadang
mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan, memberikan
kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk mengambil barang
dagangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
3. Analisis Peneliti

Dari Hasil penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskrepsikan
implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten
Malinau tepatnya dijalan Strat Damai dan implementasi Kebijakan
Penertiban PKI. serta faktor penghambat dalam Implementasi
Kebijakan penertiban PKL. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Kualitatif untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan objek yang
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diteliti secara sistematis berdasarkan data dilapangan tentang
Implementasi Kebijkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten
Malinau Khususnya dijalan Strat damai dengan pemilihan para
informan dilakukan melalui purposive Sampling yaitu Kepala
Disperindag, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan para Pedagang
Kaki Lima yang masih aktif berjualan di jalan Strat Damai.
Pengumpuian data dilakukan dengan tehmk Wawancara, observasi
Lapangan dan Studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode
analisis data deskriftif Kualitatif untuk menggambarkan tientang
implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten
Malinau tepatnya di Jalan Strat Damai, melalui teori George C. Edwad
Il dan Mernlee S Grindle, implementasi Kebijakan Penertiban PKL
serta faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban
PKL. Hasil Kebijakan Implementasi penertiban pedagang kaki lima di
Kabupaten Malinau Khususnya di Jalan Strat damai secara umum
untuk ketertiban kota itu sendiri, dimana kawasan yang tadinya
dianggap kumuh, bisa menjadi tempat yang layak dan indah. faktor
penghambat implementasi kebijakan penertiban PKL adalah terlihat
dari sikap yang ditunjukan para PKL yang sulit untuk ditertibkan hal
ini bukan tanpa alasan, selama ini para PKL merasa masalah berjualan
diJalan strat damai karena tidak ada tindakan yang tegas dan
pemerintah, sehingga para PKL membangun toko permanen di
pingiran jalan strat damai. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan: (1)

pengawasan terhadap PKL tidak hanya dilakukan setiap ada penertiban
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saja, akan tetapi harus rutin dilakukan agar pelanggaran yang
dilakukan PKL bisa ditckan karena ada pengawasan secara langsung
dari petugas yang ditunjuk yaitu SATPOL PP;(2) pemerintah dan PKL
harus menjalin komunikasi yang baik lewat dialog-dialog yang
sesekali harus diadakan pemerintah Kabupaten Malinau, agar
pemenintah tahu apa kemauan PK1. dan PKL tahu apa yang diharapkan

pemerintah dari mereka.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab

sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian scbagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam Pemerintah Kabupaten Malinau dalam
menertibkan Pedagang Kaki Lima:

a. Komunikasi, yang dilakukan oleh setiap instansi terkait sudah baik
dan berjalan sesuai tupoksi setiap instansi. Karena di Kabupaten
Malinau sudah ada tata ruang yang baik, jadi ada tempat-tempat yang
memang di larang untuk mengelar barang dangangan, dan dinas
perindag akan mengarahkan untuk berjualan ditempat yang sudah di
sediakan oleh pemenntah seperti pasar-pasar karena di setiap
kecamatan sudah di sediakan fasilitas pasar bagi para PKL .

b. Sumber Daya, yang masi kurang yaitu pada aspek fasilitas yang belum
memadai karena anggaran yang masi kurang. Schingga kegiatan
lapang dalam sosialisasi dilakukan bertahap untuk menyesuwaikan
angparan yang ada. Juga sumber daya masyarakat yang bersifat
kemauan sendin yang memahami akibat tapi masih tetap bertahan
pada lahan perdagangan sendin.

c. Kecenderungan, pelaku kebijakan sudah memberikan solusi tempat
berjualan untuk para Pedagang Kaki Lima Jalan Strat Damai pindah
ke Pasar Induk. Namun dari kebijakan yang diambil kurang

memperhitungkan aspek untung/rugi dan para Pedagang Kaki Lima.
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Hal ini menyebabkan para Pedagang Kaki Lima kebali lagi berjualan
di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah untuk berjualan.

d. Struktur Birokrasi, instansi yang menangani para Pedagang Kaki Lima
adalah disperindagkop, sapol PP, dan Dinas PU secara umum sudah
cukup ideal dan representative dan mendukung tupoksi.

2. Menganalisis faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam Implementasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Menertibkan Pedagang
Kaki Lima :

a. Komunikasi, peranan sangat penting dalam kesuksesan suatu
kebijakan. Setiap kegiatan yang dilakukan akan melakukan
komunikasi antar instansi terkait sehingga dapat menyukseskan semua
kegiatan yang berjalan. Komunikasi yang memulai awal dari
penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Malinau agar masyarakatnya dapat aman, nyaman dan
bersih.

b. Sumber Daya, Dalam Penerapan kebijakan penertiban Pedagang Kaki
Lima di Jalan Stat Damai terindetifikasi ada beberapa kendala yaitu
masi ada Pedagang Kaki Lima yang kembali lagi berjualan di lokasi
yang dilarang hal ini dikarenakan dalam aspek sumber daya masih
kurang yaitu, kurangnya perincianan anggaran untuk fasilitas
penanganan para Pedagang Kaki Lima, seperti tempat alternative
untuk para Pedagang Kaki Lima mendukung perekonomian mereka.

Karena lokasi penggantian masih menarik pembayaran, sechingga para
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Pedagang Kaki Lima merasa berat dalam membayar iuran, apa lagi

tempatnya tidak seramai tempat sebelumnya.
Harus diakui bahwa upaya penata PKL dan menertibkan bangunan liar di
Kota bukanlah hal yang mudah namun tiadak masalah kecuali pasti ada solusinya.
Memang, Pemerintah Kabupaten pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam
penuntasan permasalahan PKL ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen
masyarakat kota bahkan stakeholder dari kota-kota yang lain terkait arus
urbanisasi namun letap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang
harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengawal program-program

terkait PKL ini.

B. SARAN

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu melakukan survei lahan
perdagangan yang akurat/terjangkau dari setiap kawasan yang ada
sehingga memudahkan masyarakat dalam berdagang dan berbelanja, dan
pengarahan terhadap instansi yang menangani PKL agar dapat bertugas
sesuai dengan tupoksinya.

2. Perlunya mengadakan pertemuan sosialisasi secara intensif agar para
pedagang mudah mendapatkan informasi terbaru dari Pemerintah Daerah,
Diharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk

mempersiapkan lokasi yang lebih cocok dan tidak merugikan pihak PKI..
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3. Sebaiknya para pelaksana kebijakan dapat menerapkan kebijakan yang
sesuai sehingga ada feed back yang positif dari hasil penerapan kebijakan.
4. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam aspek komunikasi yang sudah
berjalan baik untuk lebih ditingkatkan dan bervariasi. Sehingga dapat
membangun intensitas dan kepercayaan PKL terhadap stakeholder yang

menaungi mereka.
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAB. MALINAU (STUDI KASUS DI JLN. STRAT DAMAI

Informan 1: Kepala Disperindag
Pertanyaan:

1) Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/lbu dapat menjelaskan
latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah di Kab. Malinau
untuk mengelola PKL?

2) Menurut bapak/ibu, apakah semua PKL di Kabupaten Malinau sudah
mengetahui tentang kebijakan penertiban PKL ini?

3) Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk
mendukung terlaksanannya kebijakan penertiban PKL tersebut?

4) Dengan terlaksananya kebijakan penertiban PKL tersebut, apa saja
tujuan yang ingin dicapai?

5) Apakah kebijakan penertiban PKL yang dibentuk oleh Pemerintah
memenuhi kepentingan pedagang PKL?

6) Bagaimana pandangan Pemerintah terhadap keberadaan pedagang
PKL dengan berbagai jenis kegiatannya?

7) Adakah hukum yang fnengatur dan melindungi keberadaan PKL
khususnya di Kab. Malinau ?

8) Apakah menurut Bapak/Ibu selama ini implementasi kebijakan
penertiban PKL. yang dilaksanakan sudah efektif? Jika belum berikan

penjelasannya?
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9) Jelaskan hal apakah menurut Bapak/lbu yang dapat menjadikan

pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban PKL menjadi efektif?
Informan 2: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)
Pertanyaan:

1) Bagaimana prosedur yang dijalankan dalam implementasi kebijakan
penertiban PKL selama ini?

2) Darimana sumber dana untuk pelaksanaan kebijakanan penertiban
PKL? Apakah sebelumnya telah ditetapkan anggaran?

3) Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh
Pemerintah dalam mengelolah PKL tersebut?

4) Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban
PKL?

5) Bagaimana persiapan kordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan
penertiban PKL ini dilaksanakan?

6) Kendala apa saja yang dihadapi saat persiapan hingga pelaksanaan
kebijakan penertiban PKL ini?

7) Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
Informan 3: Pedagang PKL (JIn. Strat Damai)
Pertanyaan:

1) Kebijakan bagaimana yang saundara harapkan dari Pemerintah Kab.

Malinau untuk mendukung kegiatan saudara?
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2) Apakah pemerintah Kab. Malinau telah memberikan informasi
sebelumnya bahwa lokasi kegiatan dagang anda ini akan diadakan
penertiban?

3) Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban ini, fasilitas apasaja yang
sudah diberikan oleh Pemenintah Kab. Malinau kepada saudara sebagai
PKL?

4) Bagaimana pendapat saudara terhadap kebijakan penertiban yang
dilakukan oleh Pemerintah Kab. Malinau terhadap lokasi dagang
saudara?

5) Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.
Malinau terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban lokasi usaha

dagang saudara?
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TRANSKIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAB. MALINAU (STUDI KASUS DI JLN. STRAT DAMAI

Informan 1: Kepala Disperindag

Nama : Drs. Emang Mering, M.Si
Alamat : Teras Malinau Hulu RT. 3 Kec. M¢ nau Kota Kab.Malinau
Jabatan : Kepala Dinas Perindag

1) Dengan terlaksananya kebijakan penertiban PKL tersebut, apa saja tujuan
yang mgin dicapai?
Jawaban :
* Para Pedagang Kaki Lima sudah kita pindahkan ke Pasar
Induk yang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut, dalam hal
ini bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SAPOLPP)
namun demikian masi saja ada para pedagang kaki lima yang
kucing-kucingan dengan aparat pelaksana kebijakan penertiban
ini, inereka kembali lagi berjualan di J| Strat Damai tersebut,
namun dengan begitu kami tidak inelakukan pembiaran, maka
akan kami lakukan tidakan razia kembali para Pedagang K i

Lima yang masi membandel tesebut.

Informan 2: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)

N 2 : Marson R Langup, SH, MM
Alamat : Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau
o t k PP

1) Bagaimana persiapan kor¢" 1si yang« ikukan sebelum kebijakan penertiban
PKL ini dilaksanakan?

Jawaban :
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“Sebel pelaksanaan penertiban, biasanya dilakukan
pertemuan antar instansi terkait seperti disperindagkop, satpol
PP, dinas PU dan Kecamatan, ini dilakukan untuk memperkuat
prosedur dijalankan dalam melakukan kebijakan penertiban bagi
para PKL tersebut.

Informan 3: Pedagang PKL (JIn. Strat Damai)

ama
Usia
Jenis Kelamin

Alamat

. Yuliastuti
:291th
: Perempuan

:Jalan Dami k. .. 6 Malinau Kota

1) Apakah pemenntah Kab. M: 1au telah memb« .an informasi sebelumnya
bahwa lokasi kegiatan dagang anda ini akan diadakan penertiban?

Jawaban :

“Memang ada sosialisasi yg dilakukan pemerintah dengan
mengumpulkan para PKL di kantor kecamatan, sering juga kami
diberikan surat edaran, tapi tidak ada solusi untuk kami, yang
kami inginkan hanyalah berjualan di an tenang, karena
ditempat kami berjualan ini adalah kaw n rumah kami sendiri
sehingga kami tidak harus dibebani dengan sewa tempat, maka

dari itu kami masih berjualan disim”.

Informan 4: Pedagang PKL (JIn. Strat Damai)

Nama
Usia

Je
Alamat

: Ardiansyah

:38th

. waki-Laki

: ¢ Ta " RT. 7 Malinau Kota

1) Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban ini, fasilitas apasaja yang sudah
dibc  <an oleh Pemerintah Kab. Malinau kepada saudara set ~P"" 7
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Jawaban :
*“ Kami sudah dipindahkan dari jalan Strat Damai ini menuju di
pasar induk, tapi kami kembali lagi ke sini (Jalan Strat Damai)
dikarenakan di pasar induk jualan kami tidak begitu laku,
keuntunpgna yang kami daput pun tidak ada, se**~gga membuat
kami merugi, dikarenakan pasar induk tersebut masi sepinya
pembeli, dan kami pun harus membayar sewa tempat atau
retrebusi  kepada pengelolah pasar tesebut, dengan begitu
pendapatan kan hanya sedikit dan itu pun tuntung-untung ada,
schingga tidak sesuai dengan pengeluaran kami sebagai

pedagang kecil”.

Informan 5: Pedagang PKL (JIn. Strat Damai)

Na : Ainun

Usia :33 th

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Penembahan RT. 3 Malinau Kota

1) Bagaimana tindakan sosi¢ sasi yang lakukan oleh Pemerintah Kab.
Malinau terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban lokasi usaha dagang
saudara 7

Jawaban :

“ memang saya pernah mendengar dari teman saya sesama
pedagang kaki lima disini bahwa ada pertemuna yang dilakukan
oleh pemerintah dengan kami para pedagang kaki lima yang
berada dijalan strat damai, untuk mengikuti sosialisasi tetai
o T P
kas jalan strat damai ini, na ih, n
saya tidak mengikuti kegiitan soialisasi itu karena pada saat itu
saya tidak mengetahuinya, dan saya hanya mendegar dari teman

saja kalo ada pertemuan itu, dan saya ~ a mendegar informasi
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dari teman yang lain pemah diadakan pertemuan para pedagang

kaki lima dengan pemerintah itu hanya 2 atau 3 kali saja”

Informan 6: Pedagang PKL {(JIn. Strat Damat)

Nama : Bapaprio

Usia :30th

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : gang semamban RT. 6 Malinau Kota

1) Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dart Pemerintah Kab. Malinau

untuk mendukung kegiatan saudara ?

Jawaban :
* sampai saat * ~ kami sebagai pedagang kaki lima yang bera
dikawasan jalan strat damai ini belum pemah mendapatkan
bantuan dari pemet ah atau pun tempat yang disediakan oleh
pemerintah kami anggap tidak strategis bagi kami, dan itu akan
merugikan kami sebagi pedagang kecil yang mecari makan

sebagi pcdagang kaki lima *.

Informan 7: Pedagang PKL (Jln. Strat Damai)

Nama : Rian

Usia :27th

Jenis Kelamin : aki-Lab

Alamat : Jalan Dami RT. 6 Malinau Kota

1) Apaka saudara mengetahui tentang peraturan daerah no 10 tanun 2002 ini ?
Jawaban :
“ya, tau, karena sebelum ..adakanya penertiban . pastinya
ada sosialisasi atau pemi itahuan kepada para PKL te1 ng
] aturan daerah tersebut.
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